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LIPA

WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 15-F TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang

Mengingat

KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Surakarta, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka
perlu  membentuk  Peraturan  Walikota tentang
Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
Surakarta;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan Pengundangan Dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah
Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran
Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);



11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOXK, FUNGSI DAN TATA  KERJA DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SURAKARTA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Surakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
Surakarta.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kota Surakarta.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit
pelaksana teknis dinas Kota Surakarta yang melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang.

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang
dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai
bidang ketrampilan dan keahliannya.

BAB 1I
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 2
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas, angkutan,
teknis sarana dan prasarana, serta komunikasi dan informatika.



Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
penyelenggaraan kesekretariatan dinas;

penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

pengaturan angkutan orang dan barang;

pembinaan usaha sarana dan prasarana teknis kendaraan dan bengkel,;
penyelenggaraan uji kendaraan;

pengembangan telekomunikasi dan informatika;

penyelenggaraan pengelolaan piranti lunak dan keras;

pembinaan jaringan informatika dan komunikasi publik
penyelenggaraan sosialisasi;

pembinaan jabatan fungsional;

pengelolaan UPTD.
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Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

(1) Kepala Dinas, membawahkan :
Sekretariat;

Bidang Lalu Lintas;

Bidang Angkutan;

Bidang Teknis Sarana dan Prasarana;
Bidang Komunikasi;

Bidang Informatika;

UPTD;

. Kelompok Jabatan Fungsional.

S0 R0 o

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.



(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas
secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan  perumusan  kebijakan  teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoor-
dinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi,
dan pelaksanaan di bidang keuangan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoor-
dinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi,
dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sekretariat, membawahkan :
a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Subbagian Keuangan,;
c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan
pelaporan, meliputi : koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan dinas.



Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyeleng-
garaan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di
bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan
dan akuntansi di lingkungan dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi :
pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan
tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan
dinas.

Bagian Keempat
Bidang Lalu Lintas

Pasal 12

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang manajemen dan
rekayasa lalu lintas dan bimbingan, keselamatan dan ketertiban.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,

Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang bimbingan, keselamatan dan ketertiban;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Bidang Lalu Lintas, membawahkan :
a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
b. Seksi Bimbingan, Keselamatan dan Ketertiban.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

Pasal 15

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, meliputi : pengaturan,
pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta
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merencanakan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan
rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 16

Seksi Bimbingan, Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di bidang bimbingan, keselamatan dan ketertiban, meliputi : penyuluhan,
bimbingan keselamatan dan ketertiban kepada masyarakat di bidang lalu lintas
jalan, sungai dan rel.

Bagian Kelima
Bidang Angkutan

Pasal 17

Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang angkutan orang
dan angkutan barang.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang angkutan orang;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang angkutan barang;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Bidang Angkutan, membawahkan:
a. Seksi Angkutan Orang;
b. Seksi Angkutan Barang.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

Pasal 20

Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang
angkutan orang, meliputi : menyiapkan saran pertimbangan dan atau
petunjuk, bimbingan serta pemberian izin pengangkutan orang atau
pengangkutan orang yang  bersifat khusus dan = pengawasan
penyelenggaraannya.

Pasal 21

Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang
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angkutan barang, meliputi : menyiapkan saran pertimbangan dan atau
petunjuk, bimbingan serta pertimbangan teknis dalam pemberian izin
pengangkutan barang dan atau pengangkutan barang yang bersifat khusus
serta pengawasan penyelenggaraannya.

Bagian Keenam
Bidang Teknis Sarana dan Prasarana

Pasal 22

Bidang Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang keselamatan jalan, pengawasan dan pengamanan jalan, dan
pemeriksaan kendaraan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,

Bidang Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang teknik kendaraan dan bengkel,;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang uji kendaraan;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, membawahkan :
a. Seksi Teknik Kendaraan dan Bengkel;
b. Seksi Uji Kendaraan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknis Sarana dan
Prasarana.

Pasal 25

Seksi Teknik Kendaraan dan Bengkel mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
di bidang teknik kendaraan dan bengkel, meliputi : pembinaan dan
pengawasan teknis kendaraan bermotor dan tidak bermotor/becak serta
perbengkelan.

Pasal 26

Seksi Uji Kendaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang uji
kendaraan, meliputi : pembinaan dan pengawasan, pengendalian dan
pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor/becak.



Bagian Ketujuh
Bidang Komunikasi

Pasal 27

Bidang Komunikasi mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang telekomunikasi dan pengembangan komunikasi dan informasi serta
pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,

Bidang Komunikasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang telekomunikasi;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pengembangan komunikasi dan informasi dalam
rangka pencitraan kota;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Bidang Komunikasi membawahkan :
a. Seksi Telekomunikasi;
b. Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informasi.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Komunikasi.

Pasal 30

Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, peraturan pembinaan dan pelaksanaan di
bidang pos dan telekomunikasi, meliputi : penyiapan peraturan,
pelaksanaan dan pembinaan pertelekomunikasian dalam lingkup daerah;
pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan
jaringan tetap lokal wireline (end to end), pemberian rekomendasi wilayah
prioritas untuk pembangunan kewajiban koordinasi dalam rangka
pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi,
pemberian izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung (IKR/G),
pengawasan/pembinaan/pengendalian terhadap penyelenggaraan warung
telekomunikasi, warung seluler, pemberian izin kantor cabang dan loket
pelayanan operator, pemberian rekomendasi untuk izin mendirikan
bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana
telekomunikasi, pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel
telekomunikasi dalam satu kota, pemberian rekomendasi untuk izin HO
sebagai sarana prasarana telekomunikasi, pemberian rekomendasi untuk
izin instalasi penangkal petir, pemberian rekomendasi untuk izin instalasi
genset, pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standardisasi
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telekomunikasi, pemberian rekomendasi untuk izin usaha perdagangan alat
perangkat komunikasi, pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor
pusat jasa titipan, pemberian izin dan penertiban jasa titipan untuk kantor
agen.

Pasal 31

Seksi Pengembangan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan komunikasi
dan informasi, meliputi : melaksanakan kegiatan peningkatan kerjasama
antara lembaga komunikasi pemerintah dengan media massa dalam dan
luar negeri, fasilitasi peningkatan kerjasama antar media massa, fasilitasi
dan pelayanan pengembangan lembaga penyiaran publik, pemberian
rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap
permohonan izin penyelenggaraan radio, pemberian izin lokasi
pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan atau televisi,
menyusun rekomendasi atas persyaratan data teknis televisi dan radio,
peningkatan kualitas lembaga komunikasi sosial, fasilitasi peningkatan
kualitas sarana dan prasarana, penyelenggaraan pelatihan teknis
peningkatan kualitas SDM informasi, pemantauan dan pengelolaan
informasi pembangunan, dan fasilitasi disiminasi informasi nasional dan
daerah serta pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat.

Bagian Kedelapan
Bidang Informatika

Pasal 32

Bidang Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang piranti lunak dan
keras serta jaringan informatika dan komunikasi publik.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,

Bidang Informatika mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang piranti lunak dan keras;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang jaringan informatika dan komunikasi publik;

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 34

(1) Bidang Informatika membawahkan :
a. Seksi Piranti Lunak dan Keras;
b. Seksi Jaringan Informatika dan Komunikasi Publik.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informatika.
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Pasal 35

Seksi Piranti Lunak dan Keras mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang
informatika meliputi: standarisasi perangkat lunak, keras dan konten,
pemberdayaan dan pengembangan usaha informatika, aplikasi dasar,
pemerintahan, layanan publik dan konten, penyusunan sistem informasi
piranti keras, tata laksana e-government, dan bank data.

Pasal 36

Seksi Jaringan Informatika dan Komunikasi Publik mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang informatika, meliputi pembangunan dan
pengembangan sistem informasi daerah, peningkatan kemampuan serta
penetrasi teknologi informasi, pedoman interoperabilitas dan keamanan
sistem informasi, pengelolaan dan advokasi jaringan teknologi informatika,
kerjasama teknis pembangunan teknologi informasi, pedoman dan
pengelolaan jaringan internet.

Bagian Sembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan
Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 38

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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BAB III
TATA KERJA

Pasal 39

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi
Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan
yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 40

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi,
Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya
memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal
maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam
lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas
pokoknya masing-masing.

Pasal 42

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, dan Kepala UPTD bertanggung jawab dalam memimpin,
mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-
petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta
menyampai-kan laporan tepat pada waktunya.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di
lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD dari
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan
laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.
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Pasal 43

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional
menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal
tersebut Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala Dinas kepada
Walikota melalui Sekda.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 44

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Subbagian,
Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Pejabat
Fungsional di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat
yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 47

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

a. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan (Berita
Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 20); dan

b. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 31).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

13



Pasal 48
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.
Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Desember 2011

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 19 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 36
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